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Direktorat

N
URGENSI KONSTITUSIONAL, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS RPPLH | "< PSDAB

UUD 1945 Pasal 5(2)

bahwa setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat

UU 32/2009 Pasal 10(3)

Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) diatur dengan peraturan
pemerintah untuk RPPLH nasional

Regulasi Turunan dan
Operasionalisasi

. PP 26 Tahun 2025 tentang

Perencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. PermenLH 27 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pemantauan dan
Evaluasi RPPLH Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Mandat Konstitusional

ou r \
50/1965

= Faroanlu
47/2622
- Y

Lingkungan Sebagai Hak
Asasi Fundamental
Paradigma dasar bahwa lingkungan
yang sehat adalah kunci bagi
keberlangsungan hidup manusia
dan ekosistem secara utuh.

Keadilan Generasi

Menyelaraskan aspek ekonomi,
ekologi, dan sosial dalam kerangka
jangka panjang demi generasi
sekarang dan mendatang.

Respons terhadap
Urgensi Global

RPPLH dirumuskan
untuk berperan dalam
menjawab tantangan
triple planetary crisis.

Partisipasi dan Legitimasi Sosial

Melibatkan masyarakat, akademisi dan
pelaku usaha dalam seluruh fase RPPLH
untuk memperkuat akuntabilitas
kebijakan

Pengakuan Nilai Sosio-Kultural

Mengintegrasikan data dan
informasi terkait kearifan lokal,
adat dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat

Sinergi Pemerintah & Masyarakat

Kolaborasi erat pusat dan daerah serta
Masyarakat selaoma proses penyusunan
melalui forum konsultasi publik/FGD
untuk membangun ownership atas RPPLH

Kebijakan Publik yang transparan
dan inklusif

Membangun kepercayaan publik melalui
mekanisme penyusunan yang transparan,
inklusif dan mendorong penguatan kapasitas
seluruh elemen yang terlibat




Direktorat

LANDASAN REGULASI TERKAIT RPPLH ‘\5\@ PSDAB

UU No. 32 Tahun 2009 PP Nomor 26 Tahun 2025

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

« Babl Ketentuan Umum * Bab VIl Pemantauan dan Evaluasi
 Babl Ketentuan Umum » Babll InventarisasiLingkungan Hidup * Bab VIl Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat
* Babli ﬁsaséTUJuaE, . * Bablll Penetapan Wilayah Ekoregion = Bab VIII Sistem Informasi Perencanaan PPLH
an Ruang Lingkup * Bab|vy DavaDukungdan DayaTampung e BabIX Pendanaan

* Bablll PERENCANAAN

Lingkungan Hidup

* Bab X Ketentuan Peralihan

e BablV Pemanfaatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan =
« BabV Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XI Ketentuan Penutup
e Bab VIl Pemeliharaan 3 ‘ &
e Bab VIl Pengelolaan B3 dan — ~
Limbah B3 3 PP Nomor 26 Tahun 2025: Bab V - Penyusunan RPPLH
e Bab VIII Sistem Informasi -
e BabIX Tugas glan Wewenang : * Bagian Kesatu : Ketentuan Umum . Penetapan RPPLH
 BabX Eemerr:ntah dan Pemerintah * Bagian Kedua : Tahapan Penyusunan RPPLH Nasional 2025-2055
aera >
. . i i - RPPLH Nasi I - EESS pada Lampiran Ill dan
e Bab XI Hak, Kewajiban. Bag!an Ketiga aS|.onf';1 et S
dan Larangan * Bagian Kesatu : RPPLH Provinsidan Kab/Kota RPPLH Nasional) >
e Bab Xl Peran Masyarakat * Bagian Kedua : RPPLH sebagai Dasar Pemanfaatan SDA
\_ v
eSurat Edaran Mendagri
No. 600.11.1/5019/S) tentang Penyusunan dan
Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH
RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mendorong Kepala Daerah untuk Menyusun
dan menetapkan Perda RPPLH daerah
4 . . . ™

Landasan hukum penyusunan RPPLH dimulai dari UU No. 32 Tahun 2009, khususnya Bab Ill tentang

YonY Perencanaan, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 26 Tahun 2025 dengan RPPLH Nasional 2025-

@‘* 2055 ditetapkan dalam Lampiran Il PP No. 26 Tahun 2025, sedangkan tata cara penyusunan RPPLH
Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut melalui Permen LH/Kepala BPLH No. 27 Tahun 2025.
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KONSEP RPPLH DALAM MENDORONG Y psbas
KELESTARIAN LANDSCAPE DAN SEASCAPE

INVENTARISASI LH BERBASIS EKOREGION INSTRUMEN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DDDTLH

Data dan informasi karakteristik wilayah = Daya Dukung dan Daya Tampung LH (DDDTLH) \ RPPLH memuat arahan kebijakan, \ Berbagai instrumen pengendalian untuk
all sesuai ekoregion sebagai basis = berbasis Jasa Lingkungan Hidup menjadi > strategi dan program indikatif P mitigasi dampak, di level KRP melalui KLHS, di
= perencanaan, yang tidak hanya terbatas = informasi kunci dalam ambang batas yang ditetapkan melalui Perda, / level U/K melalui Amdal, pendayagunaan
pada batas administratif. ketersediaan dan kebutuhan lingkungan hidup. sehingga berkekuatan hukum. @ Instrumen Ekonomi LH dan instrumen lainnya.

m'

Hutan adalah baglan dari 5 5
landscape yang tidak Ekosistem tidak mengenal PERDESAAN DAN AGROFORESTRY EKOSISTEM MANGROVE
terpisahkan dari sistem batas administratif — Keseimbangan Produksi dan Ekologi Benteng Pesisir dan Karbon Biru

kehldupan W|Iayah. penge|0|aannya hal'US Wllayah yang menglntegraSIKan pertanlan Per|indungqn Pantai dari abrasi,

berbasis landscape. berkelanjutan dengan fungsi perlindungan PUSAT PERTUMBUHAN menjadi habitat perikanan dan
lingkungan. INDUSTRI penyerap karbon biru.

i _-Pengelolaan Industri yang :

e o im lim b(]h‘ |

Ekosistem Hutan - : P4 >t T'Y g
berperan penting N - o™ A .y -
dalam siklus ' = ' P4 = :
hidrologi dan rumah Landscape adalah satu
3oglfbe:1090m flora kesatuan ekosistem yang
an faund. saling terhubung

PUSAT PERMUKIMAN
PERKOTAAN
Pengelolaan sampah
yang terintegrasi dari
hulu ke hilir, tumbuhnya
ekonomi sirkular dan siap
beradaptasi terhadap
perubahan iklim.

Habitat Satwa Kunci
Ruang hidup satwa
kunci membutuhkan
kualitas lanskap yang
terjaga.

Ekosistem Gambut
berperan dalam
menyerap karbon
dalam jumlah yang

Ruang Penghidupan
Masyarakat Adat

Koridor Satwa pada
Homerange Satwa

Perlindungan ekosistem
berbasis kearifan lokal
yang berkelanjutan.

Ruang hidup dan wilayah
jelajah satwa diantara zona
Lanskap

PRINSIE PENGELOLARN LANDSCAPE OUTCOME: SDGs, NDC — KEDAULATAN LINGKUNGAN

22 u RPPLH menjadi instrumen kunci untuk memastikan pembangunan berjalan dalam batas daya dukung lingkungan,
: 6‘3 melindungi ekosistem kunci, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan Pembangunan Kualitas LH yang Kualitas Kehidupan
Integrasi Hulu~-Hilir Kolaborasi Keadilan Ekologis Ketahanan Iklim Ramah Lingkungan baik dan Sehat yang baik (Sejahtera)
Multi Pihak dan Sosial dan Bencana




DEFINIS| RENCANA PERLINDUNGAN DAN | paons
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

.2 RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
N lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya

dalam kurun waktu tertentu. Q’Q
- Muatan dalam RPPLH meliputi: JJJ) UJJUJ)J) AN,
\\/j o pemanfaatan dan [atau pencadangan sumber daya alam. T ——

nnnnnnnnnnnnnnn

o pemeliharaan dan perlindungan terhadap kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup.

o pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian
sumber daya alam.

o adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

RPPLH dirancang dengan jangka waktu perencanaan selama 30 tahun,
dan dilakukan pemantauan terhadap indikator kinerja utama RPPLH
sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, serta evaluasi paling sedikit 1 kali
dalam 5 tahun untuk mengubah materi muatan RPPLH.

() Landasan Regulasi:
- . Pasal 1, Pasal 10 ayat 3 huruf a, dan Pasal 11 UU 32/2009,
« PP 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PermenLlH 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota




SELAYANG PANDANG PENYELENGGARAAN W psbas

RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota

4 N\ (4 W .- N N R
. . . 3. Konsultasi 4.Proses " ’
1. Persiapan 2. Penyusunan Materi Teknis RPPLH . Administratif 5. Penetapan 6. Pengintegrasian 7. Pemantauan &
Materi Teknis Perda RPPLH RPPLH Evaluasi
Ranperda
Perumusan —> Urgensi &
u m urgenS| RPPLH kerangka hukum — |> @
Identifikasi potensi > 4 Matriks ~ . . '
dan masalah LH DPSIR new - [ i )
¥ =
. Sintesis hasil Potensi 1 Matrik i _
1. Eembentukqn G “ e —> T(IJKS s 1. Konsultasi
: oumen || (W
. rencana kerja u “I" EE:,X;‘f;g%%’fH =% moderat, pesimis, Provinsi oleh E kademik Ranperda oleh 1. RPJPD dan 1. Pemantauan
B . »l * transformatif » KLH/BPLH |» - Aka .eml BCIgiGn Hukum RPJMD IKU RPPLH
3. Identifikasi . Sesuai Kebutuan » Setda » sebanyak 1
kebutuhan @ Penyepakatan visi __y, Visi PPLH 30 2. Konsultasi L legislasi . RTRW dan kali dalam 1
T PPLH daerah el dokumen ‘ 2. Pembahasan RDTR tahun
informasi + RRRICI [ Ranperda oleh 3. Rencana :
= 7 kebijakan utama, Kab t / DPRD ) 2. Evaluasi
4. Penyiopon g Perumusan RPPLH strategi, program indikatif, abupdaten sektoral dan RPPLH pollng
ta indikatif KSP RPPLH, : !
erGt, FGD ) ICI)c(?kgsllnlnldﬁ‘«;tlf, instansi KOtG, Oleh anperdq 3. Penetdpdn InStrumen sedikit 1 kali
dan konsultasi L prltseTie, (L Provinsi qbl RPPLH menjadi Perd PPLH lainnya dalam 5
55.]b|l||( )I/(Gng a & e e TN 3. Perbaikan —— Fatar]g tubuh dcc;'nk o a RPPLH tahun
Iperiukan : —p . . . ampiran yang diekstra
P wilayah Provinsi dan f”:]GIISG-SI dqripMate% Te%nis RPPLH
materi teknis
CUTPUTT s 8 |0 e e
‘ Luaran: — N\ Luarqn' . . Dasar
v=| Agenda detail — Materi Teknis RPPLH i | : : '-‘] Peraturan RPPLH menjadi Perubah
@ tchunan terkait =/, Yang akan dielaborasi menjadi lampiran 0 e , Naskah Akademik ‘52 Daerah RPPLH ;zumqbnangunan A chi]sicll?e‘:;{:
RPPLH Q substansi teknis pada Perda Rekomendasi J dan Ranperda = e e dan tataruang RPPLH
< J R PPLH J eksekutif dan legislatif
\ g S =i % \- B 7=\ >

Penyelenggaraan RPPLH menghasilkan 3 Output Utama yaitu:
1) Materi Teknis RPPLH;

2) Naskah Akademik;

3) Peraturan Daerah RPPLH beserta lampirannya.




Direktorat

MANUAL PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA \}{\VZ PSDAB

PIHAK YANG

- fjl KEGIATAN

PROSES

TERLIBAT

H 1. Peran dan fungsi RPPLH terhadap instrumen PPLH . 1. Bab | Materi Teknis ; . .
Perumusan Urdensi RPPLH Regulasi terupdate, khususnya pada media lingkungan/ekosistem spesifik, 1. Urgensi RPPLH 5 p tan Bab L IV dari Dinas Lingkungan Hidup
g terkait Lingkungan Hidup dan perencanaan pembangunan dan sektoral 2. Kerangka Hukum o [FEIigLrehgeiny [2Melo) ) ari Provinsi/Kabupaten [Kota

Perencanaan Pembangunan 2. Kerangka hukum terkait RPPLH : Naskah Akademik RPPLH

RPPLH Nasional/Provinsi, hasil inventarisasi
LH daerah, DDDTLH, SLHD, Data Sosial

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten
[Kota dan Perangkat Daerah terkait

. Dapat melibatkan pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

4 Matriks DPSIR . Perumusan TIKD
dengan 4 Tema sesuai (Mandat PP 26/2025)
PermenlLH 27/2025 . Bab Il Materi Teknis RPPLH

Identifikasi Potensi dan
Masalah LH - DPSIR

Kerangka Berpikir DPSIR
Ekonomi, RTRW, RPJPN/RPJPD, dan data lain
yang relevan terkait RPPLH

(4 Tema sesuai PermenLH 27/2025)

1. Analisis keterkaitan antar tema DPSIR, penentuan 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

Perumusan Hasil Potensi 4 Matriks DPSIR prioritas tantangan, isu, kondisi dan dampak LH TIKD ]2 gggc;{ ﬁgg’ﬁi‘éﬁg; skenario PPLH [Kota
i 2. Perumusan tantangan, isu, kondisi, dan dampak . 2 . 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi
dan Masalah LH (4 Tema sesuai PermenLH 27/2025) LH terpilih (Tantangan, Isu, Kondisi, Dampak) 3. Lampiran Perda RPPLH atau konsultan penyusun bila diperlukan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten
/Kota dan Perangkat Daerah terkait

. Dapat melibatkan pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

TIKD
(Tantangan LH - Isu LH -
Kondisi LH — Dampak LH)

» Apabila menggunakan foresight, lakukan . . .
penelusuran secara holistik untuk menghasilkan 2 . 4.5kenq"° PPLH L. . Penetapan Visi PPLH
penggerak perubahan. (Optlmls, Moderat, Pesimis,

Penyusunan Skenario PPLH

+ Matriks skenario 2x2 yang memuat 4 skenario PPLH Transformatif) . Bab Il Materi Teknis

e .° 4S|(enCII‘iO PPLH A q q q o o 1 Perumusan Kebijakan RPPLH 12 ggpulﬁbukeruh Hid P q '/K b t
Penyequqtqn Visi PPLH o .. Pemilihan skenario PPLH melalui pertimbangan Visi PPLH 30 Th ke depan . ; | . Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten
(Opt|m|S, Moderat, Pesimis, akademisi, masyarakat sipil, Kepala Daerah, (enelsiliner ih kan) . Bab Ill Materi Teknis [Kota dan Perangkat Daerah terkait
Ddel‘dh Trqnsformatif) dan Pimpinan OPD Kondisi Lingkungan yang Diharapkan 3. Lampiran Perda RPPLH 3. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau

konsultan penyusun bila diperlukan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

Perumusan?7 Kebijakcm Visi RPPLH FenjeIvenen i seibegel eneln PP Y il 7 Kebijakcln Utama RPPLH AL Strqte_gl RPPLH [Kota dan Perangkat Daerah terkait
ke depan yang terintegrasi dengan visi ( . Bab IV Materi Teknis Dapat melibatk kar baik akademisi
) ) sesudai PP 26/2025) ! - Dapat melibatkan pakar baik akademisi
Utama RPPLH Tahun 2055 pada instrumenperencanaan lainnya Lampiran Perda RPPLH atau konsultan penyusun bila diperlukan
. 7 S Perumusan strategi sesuai substansi RPPLH dari . 1. Penyusunan Program Indikatif I /Dli(rg?g (I;iggl;lér:gggkl-g;d;g;g)r\‘/itnesrik/gict:bupaten
7. Perumusan Strategi RPPLH % al UU 32/2009 dan koridor pada PP 26/2025 dan Strategi RPPLH 2. Bab IV Materi Teknis 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi
Kebljdkﬂn -_— PermenLH 27/2025 3. Lampiran Perda RPPLH atau konsultan penyusun bila diperlukan

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. f i iadi T Penyusunan Peta Indikatif KSP
Stratedai Penjabaran strategi menjadi Program Indikatif Kota dan P Kat D h terkait
TR Perumusan Program 9 program/kegiatan prioritas, target, (Kegiatan Prioritas 5 R Materi Toknis 2. ot maNBAtkon paka ballc akadermis
oo Indikatif RPPLH RPPLH dan tahapan waktu 30 Th ke depqn) atau konsultan penyusun bila diperlukan

Lampiran Perda RPPLH

. o Qo= s i i . . . . . 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten
0. Penyusunan Peta Indikatif Program 8: Aﬁdllsfs SPC{SIG| pada |GT seperti Peta Indikatif KSP RPPLH 1. Penguatan kausl ]ndlkutlf JKota dan Perangkat Daerah terkait
> e ekoregion, jasa lingkungan hidup, DDDTLH, (Rambu Ekologis) 2. Bab IV Materi Teknis 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi
KSP RPPLH Indikatif J— ekosistem spesifik dan data pendukung lainnya 4 Arahan Spasial Utama 3. Lampiran Perda RPPLH atau konsultan penyusun bila diperlukan

Lokasi Indikatif

10. Perumusan LOkGSi Indikatif Peta Indikatif » tp)i:"de:;::"l?dvr‘:lll(:z::“Ig::gr:r‘::l, (wilayah Prioritas: Pngu/Prov/Kob/Koto) ’ ;zrk])eltjlf/l?]?el:l‘s'l't:kr::; Pelaksana Dinas L/ingkungan H}dup
[ desed d k, dan kelayak ) : Provinsi/Kabupaten /Kota
Program RPPLH KSP RPPLH : ampak, dan kelayaian Lampiran Perda RPPLH
L] o L3 ] . . . .

11. Perumusan Instansi Program Indikatif Analisis kewenungar.\, kqp.asutus e Instansi Pelaksana 1 Pemaptauan dan Evaluasi serta ; . .
+ kelembagaan, dan sinergiantar & A (et Firesrinss, el o, Gl Femema Pembinaan Perda RPPLH Dinas Lingkungan Hidup
Pelak n . . : _ ’ ! o 2. Bab IV Materi Teknis Provinsi/quu aten /Kotq

elaKksana Lokasi Indikatif pemangku kepentingan - T Kepentingan) 3. Lampiran Perda RPPLH p

. Arahan RPPLH Provinsi terhadap: . 1. Pembinaan Perda RPPLH
12. Perumusan Arahan Lintas . ekosistem lintas wilayah Perumusan Matriks Arahan Matriks arahan RPPLH lintas wilayah quuplqten/Kc?trq ‘ Dinas Lingkungan Hidup

pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah.

WiICIyah (RPPLH PrOViHSi) . pengendalian pencemaran dan kerusakan (bC]SiSﬂYG menggunakan ekoregion) untuk chupqten/Koto 2. Bab V Materi Teknis Provinsi/deupdten [Kota
lingkungan hidup 3. Lampiran Perda RPPLH

: Rapat Pembahasan setara FGD : : Konsultasi Publik 3 |
(DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN) (DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN) ‘/“\ ’
/




Batas Administrasi, Data Fisik

FGD/Konsultasi Publik

OKUMEN DAN DATA AWAL YANG DIPERLUKAN \;4\7& e AR
ALAM PENYUSUNAN RPPLH St
N b N o )
: RKPD &
SN el RPJPD E) reowo 4 RTRW
RPPLH Provinsi R ; - s BEhEUENeH
. Arah pembangunan rogram prioritas e e 9 Struktur ruang,
qupu awal isu jangka panjang . ‘ . dearah dan "_1 bergalan an pola ruang, kawasan
rioritas dan arah ' i v ) yang i
[RHOT dan integrasi perangkat v _G dapat diselaraskan lindung dan
kebijakan daerah visi RPPLH daerah pelaksana dengan RPPLH budidaya
M o - _ N N g
KLHS RPJPD / | E o
RDTR B DDDTLH g IKPLHD / SLHD m Ir.wentqusam )

G RPJMD [ RTRW Comdici 1 / Lingkungan Hidup
Informasi ruang Isu pembgnguncm Batas ekolggis /\/' teokr;nlzlh rggh | Karakteristik wilayah,
r|nC| untuk lokasi berkelanjutcp dan é& qlcm kcpoans . respons lingkungan ekoregion, potensi SDA,
|nd|kqt|f program rekomendasi ——— lingkungan hidup ” hiduy dan ekosistem |

lingkungan —— P . |
= S T R 7 - \
| Data BPS Daerah Data Sektoral i Program & |

m Dokumen Perubahan m (Provinsi, KabuputenIKota ‘ m OPD Peta Ten?qtlk & Peng‘b|a aan + Hqs“

. Iklim & Kebencanan Kecamatan dalam Angka) Geoqusml y

i

%
N~

] | e § Data kehutanan,
Risiko bencana, ' ' l Eenqluqluk, ekonomi, || pertanian, industri,
kerentanan iklim, l r . kemiskinan, dan m persampahan, ai,
adaptasi, dan mitigasi af® ndkator sosial sanitasi, dan lainnya

HASIL CHECKLIST AWAL

Wilayah, Tutupan lahan, DAS,
kawasan hutan, gambut,
mangrove, pesisir, rawan
bencana, kualitas lingkungan,
infrastruktur dan lainya

’/‘ - 2N /
ot G
e

)

Program, anggaran, \
aspirasi publik, musrebang, |

dan validasi lapangan
P4

Daftar dokumen/
Dotar @ Pemetaan
data belum
O i [#ORY o, (w07 Bt |
k Q perlu diperbarui wali data

Bahan awal untuk DPSIR,
TIKD, skenario, rumusan
RPPLH, peta KSP, IKU, dan
integrasi RPPLH

data yang sudah tersediq, lalu diperiksa kualitas dan relevansinya.

Catatan: Daerah tidak harus memulai dari kajian primer baru. RPPLH dapat disusun dari dokumen dan




YANG DIPERGUNAKAN

Wilayah Ekoregion

-

100°0" 105°0’ 110°0" 115°0"

- e

120°0" 125°0" 130°0"

e
Laut'Banda

3 Jasting .

Tata Air

100°0" 105°0" 110°0° 115°0° 120°0° 125°0" 130°0" 135°0° 140°0’

CUPLIKAN BEBERAPA DATA DAN INFORMASI
DALAM RPPLH

Belum Terlampaui

e DDDTLH

Populasi Eksisting : 20.257.380
Ambang Batas : 83.396.645
Status : Belum Terlampaui

: Kalimantan
. Terlampaui
Populasi Eksisting : 17.259.165
Ambang Batas: 72.971973
Status : Belum Terlampaui
Maluku

Populasi Eksisting : 3.290.402
Ambang Batas : 32.741.567
Status : Belum Terlampaui

Sumatera b !

Populasi Eksisting : 60.700.739
Ambang Batas : 140.666.735 [ ]
Status : Belum Terlampaui

Luas total kawasan hutan daratan:
118,19 juta hektare

Jawa

Papua

o ¥ Direktorat

W& PSDAB

Kawasan Hutan

Populasi Eksisting : 156.036.721
Ambang Batas : 64.625.785
Status : Terlampaui

Bali Nusra
Populasi Eksisting : 15.533.655 =
Ambang Batas : 25.252.933
Status: BelumTerlampaui

Populasi Eksisting : 5.692.654
[Ambang Batas : 114.257.93
Status : BelumTerlampaui

21,84 juta ha

Hutan Konservasi

29,29 juta ha
Hutan Lindung

Hutan Lahan Kering Primer

Hutan Lahan Kering Sekunder

Pengelolaan Sampah

JUMLAH TPA

Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Indikator Pengawasan, Pembinaan TPA & Pengelolaan Sampah

Sampah Terkelola Hutan Rawa Primer [0l

11,08 juta ha
Hutan Produksi Konversi

22892

55,96 juta ha

Hutan Produksi

30.353
38.975

Penutupan Lahan

26.429

E Hutan Rawa Sekunder
524 35.747 tpd g
5 Semak Belukar 10.022
©
Progress Sanksi Sudah Verifikasi Sampah Terkelola = Fetkebunan
o N 2 Permukiman
Administrasi Lapangan 25% E oo Torbuka
° =
49 /0 490 24,68% dari target 100% § Savanna/ Padang rumput
KOEFISIEN RASIO APBD 48,92% dari target 100% 95,33% dari target Sampah Belum Terkelola E Tubuh Air
o, 0, & Semak Belukar R
0,48 0,02% 75% o B s
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
B = Sawah 8.297
49 A’ 95 /O Tambak 1.032
Bdr 35
JUMLAH PENDUDUK Sampah Belum Terkelola Tl ez
Pertambangan 976
285,462 ,841 Pemenuhan Kewajiban pada proses 109.092 tpd Rw r 1.788
SA 514 Kota/Kabupaten Penanganan Sampah @ (’@0 Q@Q b}@“
£ S

Jumlah kejadian bencana per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebanyak
4.727% kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana

26% dan b 0.74% d It:
99, i

BENCANAINDONESIA 2025

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM PERIODE 1JANUARI - 31 DESEMBER 2025 TOTAL BENCANA
o \ . ¥  TAHUN 2025

Update 31 Desember 2025

banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor dan kekeringan.

(" DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE
1JANUARI - 31 DESEMBER 2025

D @D
(e X 214]
(wa-wea X 6799
evosras meNauNs!_J12.110518 )

(" JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS )

BENCANA TAHUN 2025
Jumiah Kefadian
s GEMPA BUMI -
B 50 - 150
B > 150 ERUPSI GUNUNGAPI
CTsunami i

(BawR ]
DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2025 e

KARHUTLA z
RUMAH RUSAK - TOTAL : 281.199 UNIT FASILITASRUSAK - TOTAL : 3.642 UNIT CE
RUMAH RUSAK BERAT 69.049 JI SATUAN PENDIDIKAN RUSAK 2206 I KANTORRUSAK
RUMAH RUSAK SEDANG RUMAH IBADAT RUSAK 1.225 JI JEMBATAN RUSAK D
RUMAH RUSAK RINGAN 149.663 I FASILITAS YANKES RUSAK [ 211 ]
S
*)Hasil Verifikasi Data Bencana Tahun 2025 No: 8/L

=
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| serta 'l;e}bagai Daténdah
lainnya (Spa§ial dap Nonspasial)
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TANGGAL 7 AFRIL 93T

P

o
Ery

i :
= 7 ‘ﬁ.l

Informasi




CONTOH SUBSTANSI RPPLH NASIONAL
DAN RPPLH DAERAR




ARAHAN NONSPASIAL RPPLH NASIONAL 2025-2055 | psone
(LAMPIRAN 111 PP 26 TAHUN 2025) =

7 Kebijakan Utama;

Kebijakan 1. Perlindungan wilayah yang
memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan
dan kemampuan jasa lingkungan hidup tinggi

Kebijakan 5. Pendayagunaan nilai tambah
sumber daya alam di suatu wilayah

Kebijakan 2. Pemulihan wilayah yang
mengalami penurunan kualitas dan fungsi
Lingkungan Hidup

Kebijakan 6. Penerapan dekarbonisasi menuju
Net Zero Emission

Kebijakan 3. Pemanfaatan wilayah dan
sumber daya alamnya berdasarkan kondisi
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup

Kebijakan 7. Peningkatan ketahanan dan
resiliensi dampak perubahan iklim serta
pengurangan risiko bencana

Kebijakan 4. Pencadangan wilayah yang 1 41 St I’ategi 9 301 Progl’a m I n d i katif

e Xlipotens SIinbgpcaycaidam pada Lokasi Indikatif dengan Baseline 117 Wilayah Ekoregion




CONTOH MATRIKS KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM INDIKATIF
RPPLH PULAU SUMATERA PADA LAMPIRAN Ili PP NOMOR 26 TAHUN 2025

| Y

| Tahapan Periode
Kebijakan Strategi Program Indikatif 2030 | 2045 | 2055 Lokasi Indikatif
1. Perlindungan 1.1. Memperkuat - 1.1.1. Penguatan tata kelola v Kawasan lindung, dan
wilayah yang tata kelola | perlindungan kawasan konservasi, terutama pada
memiliki fungsi perlindungan konservasi wilayah Ekoregion Lahan Basah
sistem kawasan Pesisir Timur Andalas, Bukit
penyangga dengan fungsi | 1.1.2. Penguatan v v Barisan Luhak Tujuh Talago,
kehidupan dan lindung kelembagaan Dolok Sibolga-Tarutung, Dolok
kemampuan | perlindungan kawasan Hulu Asahan-Barumun, Luat
Jasa Lingkungan | konservasi Haminjon-Tao Toba, Dataran
Hidup tinggi [ | | Singkil Barus, Bentang
1.2. Mengembang- ‘ 1.2.1. Pengembangan riset v v v Pegunungan Gayo Leuser,
kan teknologi | dan teknologi terkait Perbukitan Gampong Cut Nyak
dan inovasi | perlindungan wilayah Dhien, dan Bentang Riau
perlindungan | Kepulauan
wilayah |

Sumber: Lampiran Ill PP Nomor 26 Tahun 2025

Direktorat
PSDAB




ARAHAN SPASIAL RPPLH NASIONAL 2025-2055 W vsone
(LAMPIRAN Ill PP 26 TAHUN 2025)

Kuala Lumpur

e
A

Singapore

Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan Secara Optimum
- Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi

Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan
B Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dicadangkan

A 2 r)J/ : _ , . »
D) D untuk Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum

Visualisasi ini bukan Go/No-Go Area, melainkan arahan makro

° o g .
2 ana 3 Jangka panjang berbasis upaya PPLH, dengan mengedepankan
55 41 /0 untuk FungSI LH yang dlllhdUhgl skema pembiayaan yang menghindari cost center dan mendorong
/_f ) J/ | ; investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
U 9 uniux Kualitas Lrl yang dipzlinara dan digulinizn : : - e » ——

3,78 /o untuk Sumber Daya Alam yang dicadangkan




> Direktorat

RAMBU EKOLOGIS PETA INDIKATIF ‘&}({ PSDAB
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM RPPLH

{ 4Amhandalam Peta IndikatfKSPRPPLH | 8 ok e b T

sebagai kompas ekologis

Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi
Area yang direkomendasikan untuk dilindungi, jika terdapat

rencana pemanfaatan di area ini maka perlu mitigasi untuk
mempertahankan fungsi ekosistem nya tetap terjaga.

Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara
dan Dipulihkan

Area kritis yang perlu diperbaiki untuk mengembalikan fungsi
ekologis sehingga bermanfaat untuk keberlangsungan sosial dan
ekonomi Masyarakat.

| w«@w VW ‘

~ ¢

[ ] Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi
Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan

B Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dicadangkan

Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan
. secara Optimum
N Area pemanfaatan berkelanjutan dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak sosial,
ekonomi dan lingkungan serta kecukupan kawasan lindung.

Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan Secara Optimum

Arahan spasial RPPLH berfungsi sebagai penguatan
dalam perumusan perencanaan pembangunan dan
sektoral lainnya di daerah, termasuk instrumen
pengendaliannya jika diperlukan.

*peta ini adalah kompas ekologis, bukan peta peruntukan GO/NO GO AREA.

b———————————-———————-——————J
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INTEGRASI RPPLH DENGAN INSTRUMEN LAINNYA ‘&}({ PSDAB

Rencana Sektoral Spesifik

RPPLH menjadi landasan dalam kebijakan
Rencana sektoral, terutama yang memiliki keterkaitan erat
Sekto.ral dengan aspek perlindungan dan
Spesifik
pengelolaan lingkungan hidup, seperti
RTRW, rencana kehutanan, rencana
umum energi, rencana induk pariwisata, rencana
induk pengembangan industri,
serta rencana sektoral lainnya

RPJP (20 Tahun) & RPJM (5 Tahun)

RPPLH dimuat secara langsung
dalam RPJP dan RPJM sehingga seluruh
agenda pembangunan berlandaskan D3TLH

\. J

RPPLH

Rencana

\, J
PPLH Berbasis
Media
Lingkungan Boncard Rencana PPLH
Rencana PPLH PPLH Berbasis Ekosistem
Berbasis Media Lingkungan £y
i ERgoIstar] RPPLH digunakan sebagai rujukan
RPPLH menjadi acuan dalam penyusunan E dalam penyusunan rencana
rencana perlindungan dan pengelolaan i perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH) terkait mutu ————————— - P R e ekosistem, seperti ekosistem
media lingkungan, seperti mutu air, mutu 1 gambut dan ekosistem mangrove
J

udara, dan mutu air laut




STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN | ooone
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI

Data Per Juni 2026

Provinsi Status Perda

1. |Kalimantan Selatan Perda Nomor 2 Tahun 2017
2. |Kalimantan Barat Perda Nomor 7 Tahun 2019
3. Sumatera Barat Perda Nomor 2 Tahun 2020
4. |Kalimantan Timur Perda Nomor 2 Tahun 2020
5. |Sulawesi Tengah Perda Nomor 5 Tahun 2021
6. Sumatera Selatan Perda Nomor 7 Tahun 2021
7. |Lampung Perda Nomor 9 Tahun 2022
8. |Bengkulu Perda Nomor 2 Tahun 2022
9. |Kalimantan Utara Perda Nomor 4 Tahun 2022
10. [Sumatera Utara Perda Nomor 11 Tahun 2023
11. {Jawa Barat Perda Nomor 4 Tahun 2023
12. |Aceh Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023
13. |Sulawesi Barat Perda Nomor 1 Tahun 2024
14. |Jawa Tengah Perda Nomor 1 Tahun 2024
15. |Nusa Tenggara Barat Perda Nomor 4 Tahun 2024
16. [Riau Perda Nomor 4 Tahun 2024
17. Sulawesi Selatan Perda Nomor 5 Tahun 2024
18. |Bali Perda Nomor 7 Tahun 2025

Belurn Memiliki Perda RPPLH
Proses Penyusunan dan Penetapan Perda RPPLH Perda RPPLH ting kat Provinsi
- Sudah Femiliki Perda RPPLH N e

Sudah Perda : 18
Belurm Perda.: 8

Proses ;12

LS -
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STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN | ooone
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KAB/KOTA (1)

Data Per J uni 2026 No. Provinsi Status Perda
1. |Kota Depok Perda Nomor 9 Tahun 2015
2. Banjar Perda Nomor 8 Tahun 2020
3. |Kota Cimahi Perda Nomor 7 Tahun 2020
4. |Kota Bekasi Perda Nomor 11 Tahun 2021
5. |Lampung Tengah Perda Nomor 6 Tahun 2021
6. |Pemalang Perda Nomor 9 Tahun 2021
7. |Kota Sungai Penuh Perda Nomor 4 Tahun 2022
8. |Bogor Perda Nomor 2 Tahun 2022
9. |Grobogan Perda Nomor 3 Tahun 2022
10. [Tanah Laut Perda Nomor 5 Tahun 2022
11. |Sintang Perda Nomor 9 Tahun 2023
12. [Tanggamus Perda Nomor 2 Tahun 2023
13. |Banyuasin Perda Nomor 6 Tahun 2023
14. Boyolali Perda Nomor 17 Tahun 2023
15. |Buleleng Perda Nomor 11 Tahun 2023
16. |[Kota Jayapura Perda Nomor 40 Tahun 2023
17. |[Karanganyar Perda Nomor 18 Tahun 2023
18. [Kebumen Perda Nomor 14 Tahun 2023
Belum Memiliki Perda RPPLH g - 19 |Kota Banjarmasin Perda Nomor 8 Tahun 2023
Proses Penyusunan dan Penetapan Perda RPPLH 20 |Kota Bogor Perda Nomor 7 Tahun 2023
Bl 5udah Memiliki Perda RPPLH ' 21 |Kota Palu Perda Nomor 11 Tahun 2023
22 |Kota Pekalongan Perda Nomor 9 Tahun 2023
23 |Kota Solok Perda Nomor 5 Tahun 2023
24 |Kota Tegal Perda Nomor 6 Tahun 2023
25 |Kotabaru Perda Nomor 12 Tahun 2023
Perda RPPLH tingkat Kabupaten/Kota 26 |Lahat Perda Nomor 9 Tahun 2023
27 Morowali Perda Nomor 15 Tahun 2023
Sudah Perda : bo 28 [Purworejo Perda Nomor 8 Tahun 2023
Belum Perda : 386
Proses : 66

-




STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN | eons
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KAB/KOTA (2)

Data Per Juni 2026 No. Provinsi Status Perda

29 [Tegal Perda Nomor 1 Tahun 2023
30 Wonogiri Perda Nomor 2 Tahun 2023
31 |[Kota Tangerang Selatan Perda Nomor 1 Tahun 2023
32 |Morowali Utara Perda Nomor 12 tahun 2024
33 |Banggai Perda Nomor 4 Tahun 2024
34 Banggai Laut Perda Nomor 4 Tahun 2024
35 |Banyumas Perda Nomor 12 Tahun 2024
36 Blora Perda Nomor 7 Tahun 2024
37 |Bulukumba Perda Nomor 7 Tahun 2024
38 [Klaten Perda Nomor 2 Tahun 2024
39 |Kota Bandung Perda Nomor 6 Tahun 2024
40 |Kota Semarang Perda Nomor 4 Tahun 2024
41 |Kota Surakarta Perda Nomor 1 Tahun 2024
42 |Kota Tanjung Pinang Perda Nomor 4 Tahun 2024
43 |Lima Puluh Kota Perda Nomor 3 Tahun 2024
44 Magelang Perda Nomor 13 Tahun 2024
45 Muara Enim Perda Nomor 13 Tahun 2024
4 46 Solok Perda Nomor 2 Tahun 2024
Belurn Memiliki Perda RPPLH : 47 [Temanggung Perda Nomor 2 Tahun 2024
Proses Penyusunan dan Penetapan Perda RPPLH . 48 Way Kanan Perda Nomor 5 Tahun 2024
B sudah Memiliki Perda RPPLH : 49 Wonosobo Perda Nomor 8 Tahun 2024
50 Jembrana Perda Nomor 6 Tahun 2025
51 |Kota Suklobuml Perda Nomor 1 Tahun 2025
52 |Kota Pariaman Perda Nomor 5 Tahun 2025
53 |Kutai Kartanegara Perda Nomor 4 Tahun 2025
Perda RPPLH tingkqt quupqtenIKotq 54 |Lembata Perda Nomor 1 Tahun 2025
55 Manggarai Timur Perda Nomor 1 Tahun 2025
Sudah Perda : b6 56 |Kota Surabaya Perda Nomor 1 Tahun 2026
Belum Perda : 386
Proses : 66
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REGULASI TERKAIT RENCANA PERLINDUNGAN DAN W, peone
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

! 19 WP N | s
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

D INNNNRS BT AHIINDND REPUBLIK INDONESIA

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A e e TENTANG

S ey TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

RPPLH Nasional 2025-2055 e ey A i L A Permen LH Nomor
(Lampiran Ii1) e AW 27 Tahun 2025

af7, Direktorat
I\%‘(\% PSDAB

MODUL PENYUSUNAN RPPLH

&% MODUL PENYUSUNAN

: Modul Penyusunan RPPLH

KABUPATEN/KOTA

Direktorat Penyelengaaraan SDA Berkelanjutan, KLH/BPLH

-) Tahun Anggaran 2026

i ng > "i";',




Direktorat

| W 2sons

Terima Kasih! N *.
ngkungan Hidup
\ yang Baik dan Sehat

untuk Semua

DIREKTORAT PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

P/INN

i kemenlh.go.id a kemenlh_bplh X kemenlh_bplh d kemenlh_bplh u KLH-BPLH f Kementerian LH

A\[/4
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